BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : \$0 / 309 TAHRVS 203\

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 180/38 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun 2021-2025, terdapat beberapa
perubahan indikator yang mempengaruhi Tim Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/38
TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu mengubah
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/38 TAHUN
2021 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 135);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor:
180/38 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/38 TAHUN 2021
tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal & Jutw 202\

BUPATI SUKOHARJO,

-

ETIK SURYA 'ﬂ

/,

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
2. Tim yang bersangkutan.




Lampiran
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Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Sukoharjo

: 180/ 309 TARO™ 202\
11T guRll 20\

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

KEDUDUKAN
NO NAMA /JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 s
1. | Bupati Sukoharjo Penanggungjawab | Bertanggung jawab
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Ketua Bertanggung jawab
Sukoharjo seluruh pelaksanaan
kegiatan
3. | Kepala Bagian Hukum | Sekretaris Melaksanakan tugas-
Sekretariat Daerah tugas di bidang
Kabupaten Sukoharjo kesekretariatan
4 | Kepala Sub Bagian | Anggota Melaksanakan tugas
Dokumentasi dan Informasi sesuai bidang
pada Bagian Hukum tugasnya
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala  Kepolisian = Resor | Anggota Melaksanakan tugas
Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
6. | Kepala Badan Perencanaan, | Anggota Melaksanakan tugas
Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya
7. | Kepala Dinas Lingkungan | Anggota Melaksanakan tugas
Hidup Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
8. | Kepala Dinas Pendidikan dan | Anggota Melaksanakan tugas
Kebudayaan Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
9. | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota Melaksanakan tugas
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
10. | Kepala Dinas Pengendalian | Anggota Melaksanakan tugas

Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sukoharjo

sesuai
tugasnya

bidang




1 2 4

11. | Kepala Dinas Pekerjaan | Anggota Melaksanakan tugas

Umum dan Penataan Ruang sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

12. | Kepala Dinas Sosial | Anggota Melaksanakan tugas

Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya

13. | Kepala Dinas Kependudukan | Anggota Melaksanakan tugas

dan Pencatatan Sipil sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

14. | Kepala Dinas Perindustrian Anggota Melaksanakan tugas

dan Tenaga Kerja Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya

15. | Kepala Bagian Pemerintahan | Anggota Melaksanakan tugas

Sekretariat Daerah sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

16. | Direktur Rumah Sakit Umum | Anggota Melaksanakan tugas

Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya

17. | Ketua  Komisi Pemilihan | Anggota Melaksanakan tugas

Umum Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya

/

BUPATI SUKOHARJO,
z

[ ETIK SURYAN




